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DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

~m°netapkm peraturan-daerah scbagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang kedudukan
keuangan anggota Badan Pemerintah Ha-

rian Kabupaten Banjumas.

KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud denan :

a. Badan Pemerintah Harian adalah : Badan Pemerintah Harian
Kabupaten Banjumas;

b. Daerah ~ adalah : Daerah Kabupaten Banju-
mas;
c. Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daecrah Ka-

bupaten Banjumas;
d. Uang kehormatan adalah tundjangan bulanan tetap berupa
uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai ang-
.. gauta Badan Pemerintah Harian;
e. Uang representasi adalah tundjaqgan bulanan tetap berupa
uang jang diberikan kepada anggauta Badan Pemerintah Ha-
rian berhubung karena kedudukannja.

Pasal:: 2.

Tanggal mulai memangku djabatannja sebagai anggota Ba-
dan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal
baerhenti memangku djabatan sebagai anggauta Badan Pemerintah
Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai




angiauta  Badan Pemerintah Harian atw tanggal ia meningga)
dunia.
‘asal 3.

Apabila scorang Pegawai Negeri/Dacrah atau anggota Ang-
katan Bersendjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggo-
ta Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Ang-
katan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugas-
nja (dinonaktifkan/dikaryakan) selama mendjalankan kewadjiba
nja sebagai anggauta Badan Pem:rintah Harian dan kepadanja
berlaku ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam peraturan ten-
tang ,,Kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu
kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja”
dengan diszlaraskan dengan Kketentuan-ketentuan dalem Pera-
turan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGAUTA BADAN
PEMERINTAH HARIAN

Pasal 4.

(1) Kzpada anggotd Badan Pemerintah Harian diberikan
uang kehormatan.

(2) Uang keh
tapkan sebesar Rp. 7.50

ormatan dimaksud dalam ajat (1) diatas dite-

0,- (tudjuh ribu lima ratus rupiah).

. ) : . g
(3) Selain uang kehormatan Jang ditetapkan pada ajat '(_..\.
pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibe”

rikan lagi tundjangan-tundjangan lainnja.
Pasal 3.

. : : " vesendjatd
Pegawai Negeri/Dacrah atau anggota Angkatan Hu.umljl'
Republik Indonesia jung  diangkat mendjadi anggoti Badan Fe-
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merintah Harian tidak dibenarkan mencrimi penghasilan rang
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kap, juitu penghasilan sebagai pegawai Negarh Daerah atau .\n,;
gota Angkatan Bersendjara Republik Indonesia jang djugd m2nedt
Mma uang kehormatan sebagai Apgogta Badan Pemerintah Hac@ad



Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai anggauta Badan Pemerin-
tah Harian ssbulannja kurang dari pada penghasilan bersih se-
bulan pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Ne-
geri/Daerah atau anggauta Angkatan Bersendjata Republik In.
donesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

& UANG REPRESENTASI ANGGAUTA BADAN
PEMERINTAH HARIAN

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ajat (2) Peraturan
ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,-
(tudjuh ratus limapuluh rupiah).

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG
PERDJALANAN PINDAH

- Pasal 8.

Kepada anggauta Badan Pemerintah Harian jang melakukan
perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan
dan uvang p:rdjalanan pindah sesuai dengan peraturan jang dite-
tapkan b:rlaku untuk Pegawai Ncgeri/D_aerah golongan II.

l. ’ . UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT
Pasal 9.

(1) Kepada anggauta Badan Pemerintah Harian serta keluar-
ganja diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengcbatan dan

perawatan dokter.

(2). Pelaksanaan ketentuan dalam ajat (1) pasal ini diatur
lebih landjut oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan Ke-




putusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang ,,Pembagian, Peng
gunaan tjara pemotongan dan Penjetoran atas potongan wadjib
sebesar 10% dari gadji pokok Pegawai Negeri”,

TUNDJANGAN KEMATIAN
Pasal - 10.

Apabila anggauta Badan Pemerintah Harian meninggal duniaem
kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1
(satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan
meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerdjaan
djabatan, diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan
uang kehormatan bersih.

UANG TANDA PENGHARGAAN
Pasal 1L

(1). Kepada anggauta Badan Pemerintah Harian pada achir
masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat
dari djabatannja atau meninggal dunia, diberikan uang tanda
penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap enam bulan memangku
djabatannja sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang
- mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia,
dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehoimatan bersih.

e

(2). Masa memangku djabatan jang kurang dari enam bulan\

dibulatkan keatas mendjadi enam bulan penuh.

(3). Dalam hal anggauta Badan Pemerintah Harian mening-
gal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) pasal ini
diberikan kepada achli warisnja.



KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-keteatuan dalam-
Peraturan ini msandjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjumas.

Pasal 14.

‘ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengunda.
nganuja dan berlaku sirut sam»ai dengan tanggal 1 Anril 1969.

Purwokerto, 1 Desember 1969.
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas
Ketua,

SOEWIGNTIJO.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

SOEKARNO AGOENG.

Diundangkan pada tanggal 9 Djuni 1970
Ub. Sekretaris Daerah ,

‘ R. SOEPANGAT HP. B.A.
N.P.V. 207739

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah Djawa-Tengah dengan surat-Keputusan tanggal 23 Maret 1970

No. Hukm G 5/7/10.
| Sckretaris Daerah,

M.S. DJOENAIDI SH.



